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PERATURAN MENTERT JALAM NEGSRT
NOMOR T TAHUWN 19Mm
TENTARG
KETENTUAN LEBIH LARDJUT MaNGEHAT FERBSMIAN KZANOQUOTAAN,
PEMBERHENTTAN ANTAR WAKTU DAN JENGGANTTANNJA SERTA PEM-
BERFENTTAN ANGGOTA DEWAN F fdiiTLAN AARJAT DAZRAH DAN
TENTANG TATA-TJARA PEUGUSTLAN SZRTh CRAESMIAN
KEANGGOTAAN JMNG DIALGHAT

MENTERI DALAM HEOHRT,

bahwa perlu adanja pengaturan lebih landjut mengenai peresmian
keanggotaan, pemberhentian antar waktu dan senggantiannja ser-
ta pemberhentian anggotz Dowan Ferwald lan Raljat Daerazh dan
tanta'ng tata-tjara penpusulan serta perssmian Keanzgotaan jang
diangkat.

. Undang-undang ic. 15 tahun 1569 (Lembaran Nezara Republik
Indonesia tahun 1969 No. 58, Tambahan Lembaran Negara o
291k) ;

2. Undanz-undang No. 16 tahun 1959 (Lembaran Hecara Republik
Indonesaia tahun 1969 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Hos
2915) ;

3» Peraturan Pemerintah Ne. 2 tahun 1970 (lLembaran Nepara Repu-~
blik Indonesia tahun 1270 No. 3, Tambahan Lembaran Negara
No, 2920) ;

L. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970 {Lembaran Nepara Repu-
blik Indonesia tahun '$70 do, L, Tambahan Lembaran dezara
No. 2921) 3

5+ Keputusan Presiden Reoublik Indenasia No. 37 tahun 1970 ;

6+ Keputusan Presiden Republik Indoncsia Now b3 tahm 1970 ;

T+ Keputusan Presiden Republik Tndoaesis lio. L5 tahun 1971 ;

8s Keputusan Menteri Dglan Wegeri/Ketua Lembaga Pamilihan Umum
Noe 84/LEU/1970 ;

9+ Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaza Pamilihan Umum
Noe 85/LPU/1970,

MEMUTUSKAR

KETENTUAN LEBIH LANDJUT MuNGENAT PRRASHMIAN IUANGGHTAAN, PEM=
BERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN PUNGGANTLANNJA SZRTA PLMBERHENTTAN
ANGGOTA DEWAN PERWAICLAN RAKJAT DASRAN DAYV TasTANC TATA=TJARA
PENGUSULAN SZRTA FERESMIAN KuaNGOUTAAN JANG DIANGHAT o

BAB I

R —



BAB I

KETENTUAN 1Mo
Bagian kesatu

Sjarat keangrotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daeran.
Pasal 1

Untuk dapat diangkat mendjadi angpota dewan Perwakilan Ralk-
Jat Dgerah Tingkat I dan Dewan Perwakllan Rakjat Jaerah Tingkat
1T selandjutnja aisebut D.P.R.D. Tinglkat I dan D.P.R.D. Tingkas
Il harus memenuhi sjarat dimaksud dalam pasal 13 ajat (1) dan
(2) Feraturan Pemsrintah No. 2 tahun 1970,

Bagian kedua
Peresmian, pengambilan sumpah/djandii dan
pelantikan keanggotaan DeP.R.0.

Pasal 2

(1) Keanggotean selurun D.P.3.D. Tingkat I diresnikan dengan Ke-
putusan Menteri Dalam Negeri atas nama Prasiden.

(2) Keanggotaan seluruh D.”.8.0. Tingkat IT diresmikan dengan
deputusan Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Ne-
gari.

Pasal 3

(1) a. Pengambilan swspah/djandji keanggotaan DefeiteDe Tingkat I
setjara bersama-sama dilaleukan oleh Ketua Pengadilan Ting-
gl atas nama Ketua Mahkamah Agung didalan rapat paripuraa
D.P,ReDe Tingkat I,

be Pengambilan sumpab/djandji angpota D.2.:2ede Tingkat I la-
innja jang belum diambil sumpah/djandji oleh Ketua Penga-
dilan Tinggl dilskukan oleh Ketua DePertaDe Tingkat I atau
anggota Pimpinan lainnja.

(2) as Pengambilan sumpah/djandji keangpotaan De®eReDa Tingkat I©
setjara bersama-sama dilakukan oleh Ketua Penpadilan lepe-
ri atas nama Ketua Mahkamah Agung didalam rapat parisurna
DeP.RaDe Tingkat IT.

be Pengambilan sumpan/djandji anggota U.2.RDe Tingkat II la-
innja jang belim diambil sumpah/djandii oleh Ketua Penga-
dilan Negeri dilakuk=n oleh Ketua UsZaiteds Tingkat II atau
aaggota Pimpinan lainnja.

{3) e« Zelaksanasn
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(3) Pelaksanasn pengambilan sumpah/djandji keanggotaan D.P.R.D.
diatur dengan keputusan Bersama Menteri Dalam Neger{ dan Xe.
tua Mahkkamah Agung.

Pasal 4

(1) Pelantikan anggota D.P.R.U. Tingkat I dilakukan oleh Guber
nur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri.

(2) Pelantikan anggota D.P.R.D. Tingkat IT dllakukan oleh Bupati
Walikota Kepala Dasrah atas nama Gubernur Kepala Daerah.

(3) Pelantikan anggova D.FR.D. jangz belum dilaksanskan ssbagel.
mena tersebut ajat (1) dan (2) pasal indi, dilakukan oleh Ke-
tua D.P.R.0, Jang bersangkutan atau anggota Pimpingn lairnje

Bapglen ketiga

Pemberhentian, Pemberhentian antar waktu
dan Fenggantian, serta pangambilan
sunpah/djandji dan pelantikannja,

Pasal 5

(1) Anggota DeP.R.D. berhentd dari keangpotaannja karena alasan
scbagaimana disebut dalam pasal 17 ajat (1) Peraturan Peme-
rintah No. 2 tahun 1970,

(2) Anggote Pengganti antar waktu mengist lowongan keanggotsan
hanja untuk si: 2 masa duduk DI.P.i.D.

Pasal ©

Pemberhentian keanggotaan antar waktu mulal berlaku pada
tanggal jang ditetapkan dalam Keputusan peresmian pemberhentian-
nja jang dikeluarkan oleh pedjabat dimaksud pasal 9.

Pasal 7

Selambatelambatnja 1 (satu) bulan setelah diterimanja Ke~
putusan peresmian keanggotaan D',P.R.D, oleh Anggota jang baru,
pengambilan sumpah/djandji dan pelantikan inggota tersebut harus
sudah dilsksanakan,

Pasal 8

Anggota pengganti antar wakto setelah menerima Keputusan
peresmian keanggotaannja, sebelum menangku djabatannja diambil
sumpah/djandji menurut Agama/kepertjajeannia masing-masing dan
dilantik oleh Ketua D,P,R.D. atau anggota Plipinan lainnja,

Bagian
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Baglan keempat
Peresmian pemberhentian

Pasal ¢

Peresmian pemberhsntian bersama-sama setelsh masa keange
gotaan berachir untuk anggota D.P.R.D. Tingkat I dilakukan de-
ngan Xeputusan Menierd Dalam Negerl atas nama Fresiden, dan un-
tuk anggota D.PeHeDs Tingkat II oleh Gubernur Kepala Daerah a-
tas nama Menteri Dalom Nepgerd.

BAB II
ANGGOTA DoPoReDJANG DIPILIH

Bagian kesatu
Penggantian antar waktu dan Penglsian lowongan

Pasal 10

Apabila timiul lowongan keangeotaan D.F.R.D. jang dipilih
berdasarkan hasil Pemilihan UmmJnMa lowongan tersebut dipanti
oleh tjalon jang diambdl dari urutan dalam Jaftar Tjalon Tetap
dari Organisasi jang Lersangcutan diraksud pasal 18 ajat (1) c
Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970,

Pasal 11
Apabils wruten nams jang tertjantum dalam Oaftar Tjalon
Tetap teleh hsbis terpilih, ntau belum habis terpilih tetapi tia
lon jang bersangkntan tidak bersedia untuk direamikan mend?adi
anggote DuPuPeDs, maka penggantiannja diadjukan oleh Creganisasi
Jang bersangkuten devi nama-nams diluar Daftar Tjalon Tetap dan
harus memenuhi sjarat sebagaimana Jang dimasksud dalem pasal 1
dan pasal 15 ajat (1) Peraturan ind.
Fasal 12
Tjalon pengpanti untuk mengisi lowonpan keangrotsan antar
wektu bagl anggota Golongan Politilk dan Golongen Karya jang dipi
11k, diadjukan oleh CUrganisasi jang bersangkutn kepada Menteri
Dalam Hegeri bagl anggota D.F.R.D. Tingkat I dan kepada Gubernur
fepala Daerah bagl anggota D,P.R.D. Tingkat I melalui masing-
masing Pimpinan D.P.A.0,

Bagian kedua
Pemanggilan kembali
(recalling)
: Pasal 13
(1) Selain penggantian Jang dimaksud dalam pmsi(l 5 tiap Organi-

8asi berhal memanggil kembali (recall)wakils Ja dalam D..2.R.C
dengan lebil dalulu mengadakan Aus jawarah ca gan Pimpinan I,
FaBele Jang bersangkutan,



(2) Anggote pengganti jong terssbut pada ajat (1) pasal ini diam-
bdl dard orang jang bertempat tingpal didasrah Pemllihan jang
bersangkutan dan harm memenuhl sjarate: jarat Jang dimaksud
dalam pasal 1 dsn pasal 15 ajat (1) Peratursn ini,

(3) Tata-tjara pengrentian ‘npgota 3.2.1.D. tersebut ajat (1) da-
lam pasal inl sesuai ketentusn dimaksud pasal 10, 11, dan 12
Peraturan ind.

BAB TII
ANGGCOTA DoPeR.De JANG DIANGEAT
Bagian kesala
Beberapa keteatuan

Pasal 1L
(1) Tjalon ialah seseorang jang diusulien oleh :

a. Menterl Pertananan - Kewmansn/Paiplima Anglatan Bersendjata
atan pedjabat jang ditundjuknje scsuui denjan ketentuan da-
lam pasal 11 ajat (1) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1??-:!,

untuk dinnghi‘t mend jadi angpota D,P.R.D,

b Gabungan Orgenisesi Golongan Karya/Sekretariat Jersama Go-
longan Karye, sesual dengan keteantuan dalan. pasal 11 ajat
(2) Peraturan Peme ntah lo. 2 tahun 1970, untuk dianglkat
mendjadi anggeta D.P.R.D.

(2) Penundjukkan tialon setjare intern jang dimmksud pada ajat (1)
diates diatur tersendiri oleh instansi/organisasi jang ber-
sangkutan.

(3) Masa pengusulan ndalah tenggeng waltu terhitung sedjak hard
penungutan suara den sslasbat-lambatnje sampal dengan tangpal
31 Agustus 1971.

Pasal 15

(1) Pada waktu mengusulkan tjalon anggote D.P.R.D. pada masing-
masing surat pentjalonan dilampirkan formulir ¢elengkapan
Jang dimaksud dalam lamniran Yapubusan Menteri Dalam Negeri/
Ketua Iembaga Pemilihan Umum No. 6L/L20/1970, Zormulir model
C, Surat Ketcrangan Dokter Pemerintah dan Hete sangan tidak
tersangiut dalam Cerakan G. 30 S./PKI atau orginisasi terla-

rang lainnja.

(2) Dalan mass pengusulan dimaksud pasal 1k ajat (3) Peraturen indi,
Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Zersama Golongan
Karya mengusulkan tja. 1 untuk diarpkat @ sndjadi anggota D.P.H.D
untuk masing-masing Dasrah Semilihan selurang-iurangnja 2 (dua)
lall dan sebanjak-banjaknja L (empat) kali djumlah jang ditetap-

.o 1Y) THalon
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(3) Tjalon jang diusulkan untuk diangkat dari Gabungan Organisasi
Gblongan Karya/Selretarlat Bersama Gelongan Karya tidak dibe-
narkan diambtil dari Daftar Tjalon Tetap untuk pemilihan ang.
gota D.P.Rs; DePoReds Tingkat I dan J.2.Hede Tingkat II.

Pasal 15

Menteri Pertahanan.Xeamanan/Panglima Angikatan Bersendjata
atau pedjabat jang ditundjuknja dan Gabungan Organisasi Golongan
Karya/Sekretariat Bersama Golengan Karya menjampalian daltur tja-
lon beserta formulir kelenskapan sesual denpgan ketentuan dimak-
sud dalam pasal 15 ajat (1) Fecaturan ini kepada Meuterl Dalam
Negerli,

Baglan kedua
Penelitian tjalen

Fasal 17

Tata-tjara penelitian tjalon-tjalon pagi Golongan Karya Ang-
katan Bersendjata, baik untuk DeP.R.0e Tingkat I naupun DePefede
Pingkat 11 diatur tersendiri oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/
Panglima Angkatan Bersendjata atau pedjabat jang ditundjuknja.

Fasal 108

(1) Untuk melaksanakan penelitian terhadap tjalon dimaksud da-
lam pasal 14 ajat (1) b dibentuk Panitia Peneliti untuk
meneliti daftar tjalon/tjalon-tjalon angeota DePeeD. Tinge
Kat I dan D.P.R.D. Tingkat IT jang diangkat.

(2) Panitia Penellti dimaksud ajat (1) terdiri dari 9 (sembilan)
orang termasuk Ketua dan Sckretaris Panitia, diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Dalam Jegerd.

Pasal 12

Setelah cilakukan penelitian terhadszp Daftar Tjaloen, tjalon/
tjalon-tjalon jang disetudjul kemudian dizn kat olen Menteri Da-
lam Neperi atas nama Presiden.

rasal 20

.ipn.biia tjalon/tjalon-tjalon jang diusulizan oleh .Bahungan
Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya ter=
njata tidak memenuhi persjaratan, walaupun telah diberi kesempate
an dalam batas waktu jang ditentukan intuk mengadjukan tjalan/
tjalon-tjalon susulan pguna perbaikan, maka HMauteri Dalam wegeri
dapat menggunakan wewenangnja seperti Jjang dimaksud dalam pasal 11
gjat (3) Peraturan Pemerintsh io. 2 tamun 1770.

T E’EE an lmt.iEa.
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Bagian ketiga
Jjwilah Apggota D.P.RdD. Tingkat I jang diangkat

Pagsal 21

(1) Anggota D.P..D, Tingkat I Jang diangkat dari Golengan Karya Ang=
katan Bersandjata untuk Dacrah~daerah Tingket I Djawa Barat,
Djawa Tengah dan Djawa Timur masing-masing ditetapkan 11 (sebelas)
orang,

(2) Anggota D.7.1.D. Tingkat I jag diangkat dari Golongan Karya bue
kan Angkatan Berssndjata untuk Dasrah~daerah Tingkat I jang di=-
maksud pada ajat (1) pasal ini msing-masing ditetapkan L (empat)
orang,

Pasal 22

(1) Anggota D.P.R,D, Tingiat I jang diangkat dari CGolonpan Karya
Angkatan Sersendjata untuk Daerah-dacrah Tingkat I selain Jang
dimaksud pada pasal 21 ajat (1) diatas masing=masing ditetap-
kan 6 (enam) orang. '

(2) Anggota D.P.R.D. Tingkat I jang diangkat dari Golongan Karya bu-
kan Angkatan Bersendjata Jang dimaksud ajat (1) vasal ini, masing-
masing ditetenkan 2 (dya) orang.

Bagian keempat
Djumlah anggota D,P,R.D, Tingkat II jang diangkat

Pasal 23
Angrota D,P,R.D. Tingkat IT Jang diangkat dari Golongan Karya
Angkatan Jersendjata dan Colongan Karya bukan angkatan Bersendjata
untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II ditetapkan sebagalmana dimaksud
dalam lampiran Peraturan ini,

Bagian kelima
Pengisian dan Penggantian antar waktu

‘Pasal 2|

Pengadjuan tjalon nengganti untuk mengisi lowongen keanggota=
an antar waktu anggota D,P.R.D, Jang dianglat diadjukan oleh Menteri
Pertahanen~Keamanan/"ans1ima Angkatan Bersendjata atau pedjabat Jang
- ditundjuknja dan Gabungan Organisasi Oolongan Karya/Sekretariat Bep~
sama (olongan Karya kepada Menteri Dalam ilegeri melalui Pimpinan
DeP.3.D, masing-masing dan harus memenuhi sjarat-sjarat jang dimak=
sud pasal 1 dan pssal 5 ajat (1) Peraturan ini,

Pemberhentian
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Pemberhantdan
Pasal 25

Pemberhentian anggota D.P.2.D. Golotpan Karya Anpkatan Bersen-
djata dan Golonpan Karya bukan Angkatan Hersendjata diresmikan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Fresiden.

)

(2)

(3)

(1)

(2)

Hagian keenam
Pemanggilan kembali
(recalling)

Pasal 26

Selain pengzantian tersebut pasal 5, Menteri Pertahanan-:ea-
manan/Panglima Angkatan Bersendjata atau pedjabat Jang di-
tundjuimja dan Gakbunpan Organisasi Golonjan Karya/Sekreta-
riat Bersama Golougan Karya dapat memangil kembali (recall)
anggota Jang diangkat dalam D.P.?.D. dengan lebih dulu Mer dae
dakan musjawarah dengan Pimpinan -D.FP.R.D. Jjang bersangkutan.
Anggota penggonti jang tersebut pada ajat (1) pasal ini dian.
bil dari orang jany bertempat tinggal di Daerah Tingkat 1
bagi ansgota D.P.R.D. Tingkat I dan dari Daerah Tingkat 1I
bagi anggota D.P.R.D. Tingkat I7 jang bersangkutan dan harus
mamenuhi sjarat-sjarat jang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal
15 ajat (1) Peraturan ini.

Tata-tJara penggantian anggota D.P.3.0. tersebut dalam sjat
(2) pasal ini sesuai keteatuan dinaksud dalan pasal 2k Per.
a,‘l:-!:l:"a'.n in-il
BAB IV
LR e () ST S -
Pasal 27

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur
1sbin landjut dalam Keputusan Menterl Dalam Hegeri.

Peraturan ini mulai bsrlaku pada hari dan tanggal ditetop-
kan,

Ditetapkan 4i : Djakarta.
Pada tanggel : 17 Djull 1371,

MENTSRT SALAM NEGERT,

o e e Sy

2T ViACHHMUD.
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Nomor : Pama 477/9.- Tangzal: 4 NOPMBER 1371 Lampirant

Poerihal: Petundjuk lebih lund’ut pembentukan Dril-I
dan BPRD-II Haell Pemillihan Umum 1971~

Sebagii tindauk landjut (follow up) duripada pembentukan
D.P.R.Dy Tingksat I dan D.E.R.D. Tingkat IT hesil Pemilihan Umusm
1971, dan gesuai dengan pasal 31 ajat (1) Undang-Undang No. 18

- ahun 1965 jo Undang-Undsng No.6 Tahun 1959, maks dengan Keputus-
an Menteri Dalaw Negerl tanggal 1 Oktober 1971 Ho.101 Tahun 1971

" Telah diterbitlan Pedomsn Penjusunan Persturan Tata “ertid Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah, ]

Sebagaimana diketahui berdasarian pasal 31 ajat (2) Undang-
Undang No.18 Tahun 1965 jo Undang-Undang No.6 Tahun 1%69; maka
Pergturan Tata lertid tersebur tidak daepat berlaku sebelum di-
sahkan oleh Menterl Dalam Wsgeri bagl Daerah Tingkat I, dan
oleh Gubernur /Kevals Daarah Tingkat I bagl Daerah Tingkat II.

Berhubung dengan 1tu, kami ingin memberilau veberaps pe-
negasan mengenal pelaksasnsannje, satu dan loin untuk lebih mem=
permaniap penundjsngan Pemerintah Daerah tarhadap psnjelenggs~-

- Taan pembengunan pada umumnja, sebagail berikut i

I. KERTDJAKIANAAN POKOK.

1« Dalsm forum D.P.H.D., hendaknja daput ditjiptakan pua=-
‘ . 8ena sedemlkisn rupa, sehingga tidak ada sesuatu kon-—
disl Jang memungkinkan teralihnja perhatian aelain
terhadap psmbangunan,

2. D.2.R.D. hendesknia dapat memahami dan menghajati macro-
policy (kebidjaksanasn umum dalem ruang-lingkup jang
luas dan dalas untuk djangke waktu pand jang) Pemariﬂtah. 2

adaxr



II.

BR:
B

agal supsja produk-produl legislatiif Daerah dapat
memeriinl funksinja dengan baik, jaitu :

9. 86 jara juridls formil vidak ocertventangan dengan
csaraturan-perundangan jeng lebih tinggl tingkat-
anfija, dan '

De seljara paterill tidak certontungan dengen kepen-
Tingan umua dan sedjaub mungAin bahkan diussnakan
3upaja depat menundjang dan melengkapl upaja-upaja
dalam mereasliszslkan policy .Jaslonal,

s e tTa T
lﬂ';‘,'] E_?._ J'.'.'....'.,‘L‘f-..';; Y

Pengelompoxan jung btelah dlpepakati oleh Pimpinan
Pusav Partal-partal Polivik hendsinja dapat ter-
wieroin pula dalam L. P.R.D.

Sengan demiktian sexalizua ﬂubut altlagxatkan lagil
usana-ugaha untuk megbuat D.F.R.D. lebih geslt da=-
lam bekerdja, dan lebih tjepat dalam mengnmbil kapue-
Yugan, tanpa mengorbankan Kebenaran putusan jang di-
ambilujs, sshiungga dapet menginoungi pesatnjs pemba-
nzuwien dalem Masjsraltat.

Untuk itu sesuai dengan Petundjuk Pedoman fenjusunun
Poratursn Tata-Tertlb, dalum U.2.7.0. nanti % jukup
dibanutuk 4 Fraksi ssedja, jaitu

Ae Frakel nateriil spirituil (Demokrasi Pembangunan),
be Frogel spirituil materiil (Fersatuan Pembangunan),
Qs Pruksl GOLXAR, dan f
d. Prakseil a53I.

fenllix konpogisi D.P.R.D. bzsil Pemiliban Umum 1871,
melta dalam baberapa kesus tertentu mungicin sekali ae
Eun ditemal resulitan dulam ransha pembentukan kxegmpat
Fraxal terasbul ager supoju bsusr-odenar dopat memenund
Tungsinda, Jjung disobeblen karens djumlah Anggotania
jang berasszl darl partal Politik sangat tidak wmemadal.
Dengan demikian ankan berskibet i

@¢ Alat=alat kelengkapan D.P.R.D. mitsalnja Komisi-komi.
31 aveu rPanitis-panitis tidak semusanja dapat diisi
dengan Wakil dari tisp Fraksi jang ads, atau

Ty

-
-

g diperlukan
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Be diperiukan pembonutukan Prakei setjara lain dari
bada polas uaoum tersebut, misalnja dalam bentuk
kelompok-zelompok jang bersifat pembagian kerdja.

4, Dalum nal vembentukan kelompok-kelompok tersabut,
antarg lain dapat ditempuh tjura dengan gembentukan
Kelompus~kelospok profesal jang berstatus bukan Fraksi,
Karena banjalnja djenis professi, dopat berakibat

devergensi duripada kelompok~ikelompok jans gsudah ada,
gudah burang tentu hal ini tidak likenendagi, mengingat
waliwa poliecy penpelompokan adalah uniuk penjederhanaan
proacs permus jawaratun demi efisiensi dun efeikctivitas.
Cleh karena itu djike dikehendaki pembentukan kelompok
menuirut professel, maks hendaknja tidaklah meledihi djum-
lah 4 kelompok, dengan nama, nisalnja @

(1) Kelompok professi pembungunan spirituil (meliputd
s8gi-segi pendidikan, kerohanian, kesedjantersan

dan sebagainja).

(2) Eelompok professi pembangunan materiil (pekerdjaan

umum, pertanian dan sebagainja).

1. Jebagalmana diketanul, sesuai dengsn ketentuan pada
pasal 20 ajat (%) Peraturan Pemerintai No.2 Tzhun
1970 dinjatakan, bahwa Pimpinan D.P.R.D. Tingket I
dan Tingkat IT terdiri atas seors.g Ketua dan dus
orang Wakil letua jJjang meliputi Golongan Politik dan
Golongan Harya,

2. Dalam hubuugan itw perlu kami djelaskan, bahwa dslam
berbagai kusus tertentu, dinana djumlah Anggota te-
rutama dagl D.P.R.D. Tingkat II - dari Golongan Poli-
tik sangatl tidak menmadei (misalnje wldak lebibh dari
4 orang), waka dalam melakeansian ketentuan pasal 20
ajat (3) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1970 hendak-
nja diperhatixan Komposisi keanggotasn Dewan sgerta
memperhatiken adanja suatu prineip bahwae komposisi
Pimpinan Dewan adalah pentjerminan dari Fraksi-fraksi.

- ' Atas dasar .
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Atas dasar portiubangan effigiensi, dirasa tjulup
bahwa Pimpinan D.P.R.D. Tingkat II tersebut hunja
tordiri atas Ketus dan seorang Wakil fletua, Jjang

mentjerminkan imbangan majoritas dalam konuposisi

D.P.RuDe tersevut. |

IVe TATA TJARA MEAGAMATL KEPULUSAN.

1.

2.

3e

Demokrasi berdassrian Pantja Si1la mewadjibkan kita
untuk menemukan hikeat kebid jaksanaan dalan permu-
8jawaratun, Jang berakar dari sifat gotong=ro jong
Bungsa Indonssia.

Akan tetapl kita perlu ment jegah muntjulnja :

&. "diktatur minoritas", Jaitu tidak tertjapsinja
mufakat hanje karena sevaglen ketjil sadja tidalk
setud ju, ' '

b. "diktatur mejoritas", jaitu keputusan Jang dian-
bil bverdasarian suara "separoh tambal satu".

Dengan demikian pengambilan keputusan 41 D.P.R.D.
dapat dilakuken tanpa keharusan "votleg" dan djugs
Yanpa keharusen adunja "aklemagid,

Dengan pokok pikiran tadi, waka kReputusan-ke pulusan
dalam D.P.R.D. nenti dapat berupa :

a. mufakat bulat (aklanesi) satau

b, putusan berdasarkan suars terbesar/tarbunjuk de~
ngai tlatetan spebagien jung tidak menjetud jul,
dapat mengemukakan xaheraian-keberatannja, dan
ditjatat dalam notulen tanpa mengurangl putusan
jang telah diambil. :

Pada umumnjs dapat disepakati, baohwa untuk naeslah-
masalah Jang beraifat prinuipill,-aajagiunja tidak
diambil keputusan dergan "voting".

JELESAT

1.

D.P.ReD. harus ment jurahican tenapga dan pikirarnja
untulc meningkatkan Pendupatan Daeran berdasarkan
potensi jeny tersedis dan peraturan~-perundangan
Jang berlaku, :

EI R-ﬂ.:l‘;ﬂ-n.
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2. R.A.P.B.D. Bupaja dapat disslesalkan Le2pat pada waktu-
nja, karena A.FP.5.D. adalah landasan kerdia Daersh,

baik mengsnai bidang Routine, uaupun mengenai dblaja
pembangunan, F

Dewikianish pokok-pokok jeng perlu diperhatikan
‘dengan seksama, untulk dimanfaatkan sebagsimans ueatinja,-

TEMBUSAN @

1. Jth. Pimpinan DPRD-T selurun Indonesia,
2. Jth. Bupati/Malikots Kepala Daerah dan
'+ Plmpinan DPRD-II seluruh Indonesis.



